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Abstract . The difficulty of eradicating corruption today has become a challenge for law enforcement officials.
The vital role of a whistleblower (reporting witness) as a witness to reveal the facts in cases of criminal acts of
corruption is very necessary. Therefore, the government must provide legal protection guarantees to
whistleblowers (reporting witnesses) who provide information about suspected indications of corruption. This
scientific research aims to find out what steps to protect whistleblowers are provided by the Pangkalpinang City
Government. This scientific study applies empirical legal research methods, by conducting a study of legal
protection for whistleblowers in cases of criminal acts of corruption by the Pangkalpinang City Government.
Meanwhile, the research approaches applied are the conceptual approach and the statute approach. The results
of the study show that the Pangkalpinang City Government guarantees protection for whistleblowers in cases of
criminal acts of corruption, this can be seen from the issuance of Mayor Regulation Number 31 of 2016
concerning General Guidelines for the Complaint Handling System (whistleblower system) for Corruption Crimes
within the Pangkalpinang City Government.
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Abstrak . Sulitnya memberantas korupsi dewasa ini telah menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak
hukum. Peran vital seorang whistleblower (saksi pelapor) sebagai saksi untuk mengungkapkan fakta-fakta pada
kasus tindak pidana korupsi sangat diperlukan. Oleh karenanya pemerintah harus memberikan jaminan
perlindungan hukum kepada whistleblower (saksi pelapor) yang memberikan keterangnan tentang dugaan indikasi
korupsi. Penelitian ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana langka-langkah Perlindungan terhadap
whistleblower yang biberikan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Adapun Kajian Ilmiah ini menerapkan
metode penelitian hukum empiris, dengan melakukan kajian perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam
perkara tindak pidana korupsi oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Sedangkan pendekatan penelitian yang
diterapkan adalah conceptual approach (pendekatan konseptual) dan statute approach (pendekatan perundang-
undangan). Hasil kajian menunjukkan bahwasanya Pemerintah Kota Pangkalpinang menjamin perlindungan
terhadap whistleblower pada perkara tindak pidana korupsi, hal ini dapat dilihat dari diterbitkannya Peraturan
Walikota Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Sistem Pennganan Pengaduan (whistleblower system)
Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Kata Kunci : Korupsi, Perlindungan Hukum, whistleblower, Kota Pangkalpinang.

PENDAHULUAN

Korupsi dapat diklasifikasikan sebagai sebuah kejahatan luar biasa atau extraordinary
crime yang marak terjadi di Indonesia yang bahkan dewasa ini dapat dikatakan korupsi
dilakukan secara tersruktur, sistematis dan masif. Tindak pidana korupsi digolongkan ke dalam
whitecollar crime yang selanjutnya digolongkan naik sebagai transnational crimes

(Muhammad Hatta, et. al., 2022). Selain merugikan negara, tindak pidana korupsi juga
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berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Tindak pidana korupsi yang terjadi
secara masif bahkan memunculkan sebuah pandangan dikalangan masyarakat bahwa korupsi
seolah-olah telah menjadi suatu budaya yang lazim untuk dilakukan. Pandangan tersebut
tentunya berbahaya bagi kelangsungan bernegara, oleh karenanya diperlukan tindakan yang
konkrit dan kepastian hukum yang tepat untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Melakukan pemberantasan korupsi dapat dikatakan sebagai bagian dari sebuah arah
pembangunan hukum yang mana diarahkan guna mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan
terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan melakukan penanganan secara tuntas dalam
perkara yang berkaitan dengan kolusi, korupsi dan nepotisme. Adanya Fenomena korupsi yang
dipandang sangat luar biasa ini memunculkan suatu mosi tidak percaya dari publik kepada
sistem peradilan pidana dan hukum di Indonesia. Korupsi telah mengakibatkan rusaknya
perekonomian secara menyeluruh dan menjelma sebagai sebuah ancaman yang besar. Dari
masa ke masa perkembangan korupsi cukup mengkhawatirkan, hal ini dapat dilihat dari total
kasus-kasus yang terjadi, ataupun besar kecilnya kerugian yang ditanggung oleh negara. Salah
satu faktor penyebab terjadinya korupsi adalah disebabkan oleh penyelenggaran sistem
pemerintahan yang dapat dikatakan tidak tertib dan tanpa pengawasan yang maksimal (Elwi
Danil, 2014).

Korupsi pada umumnya dilakukan dengan terorganisir, sehingga pada beberapa kasus
tindak pidana korupsi ini susah untuk dilakukan pembuktian. Oleh karenanya dibutuhkan peran
vital seorang whistleblower (saksi pelapor) sebagai saksi untuk mengungkapkan fakta-fakta
dalam kasus tindak pidana korupsi. Whistleblower (saksi pelapor) didefinisikan sebagai orang
yang melaporkan sebuah perbuatan yang memiliki indikasi kearah tindakan korupsi yang
terjadi ditempatnya bekerja, serta mempunyai akses terhadap informasi yang mendukung
kesaksian yang ia nyatakan (Pratama & Budiarsih, 2023). Saksi dianggap mempunyai peran
yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, salah satunya whistleblower
(saksi pelapor). Mengingat sulitnya institusi penegak hukum melakukan langkah
pemberantasan korupsi, maka peran vital dari whistleblower (saksi pelapor) teramat sangat
diperlukan (Mulyadi, 2015).

Menurut Asliani et al. (2022) “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan
pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban, perlindungan
hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan
dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, konpensasi, pelayanan medis, dan
bantuan hukum” (p. 244). Perlindungan terhadap whistleblower (saksi pelapor) haruslah
dijamin aparat penegak hukum, yang mana telah dimuat dalam UU Nomor 31 tahun 2014
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tentang perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
Perlindungan hukum ini haruslah memberikan jaminan atas keselamatan whistleblower (saksi
pelapor) dalam proses hukum guna mengungkapkan fakta-fakta pada sebuah tindak pidana
korupsi (Asliani & Ismail Koto, 2022). Whistleblower menjadi suatu komponen yang penting,
akan tetapi masih luput dari pengawasan masyarakat serta pihak berwenang.

Sulitnya memberantas korupsi dewasa ini telah menjadi tantangan tersendiri bagi aparat
penegak hukum. Korupsi yang pada awalnya adalah tindakan individu, kemudian berevolusi
menjadi tindakan-tindakan yang terorganisir, terstruktur dan masif (Yadi & Teddy Lesmana,
2022). Adapun contoh nyata korupsi yang dilakukan secara terorganisir dan yang sedang ramai
diperbincangkan oleh masyarakat saat ini ialah kasus korupsi PT. Timah Tbk., yang melibatkan
banyak pihak dan berbagai tokoh terkenal yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 271
triliun rupiah. Tindakan pemberantasan ini dipersulit lagi dengan adanya keterlibatan pejabat-
pejabat penting yang mana memiliki jaringan yang luas dengan berbagai pihak sehingga
nantinya akan mempengaruhi proses penegakan hukum.

Korupsi menjelma sebagai sebuah virus mematikan yang merusak sistem ekonomi,
politik, hukum, sosial dan budaya serta moral dari sebuah negara. Demi terwujudnya
keberhasilan untuk melakukan pemberantasan terhadap korupsi, institusi penegak hukum di
Indonesia haruslah memperhatikan serta melindungi saksi dan/ atau pelapor dari tindak pidana
korupsi. Dikarenakan hal ini adalah salah satu cara guna mencapai sebuah kesuksesan dalam
usaha memberantas korupsi dipengaruhi adanya para saksi pemberani yang mengungkapkan
fakta mengenai sebuah kebenaran.

Soerjono Sukanto mengatakan bahwasanya dengan memperhatikan sifat-sifat dasar
dari hukum dan mengenai bagaimana hukum berjalan di dalam masyarakat, menyimpulkan
bahwasanya ada tiga unsur-unsur pokok yang dapat dijadikan penentu dalam penegakan hukum
(Bambang Waluyo, 2014). Pertama, perihal substansi diartikan sebagai keserasian dalam Perpu
dengan relevansinya untuk diterapkan dan kenyataan hidup di dalam masyarakat. Kedua, yakni
struktur yang meliputi terpenuhinya insfrastruktur dalam penegakan hukum yang mendukung
sekaligus memadai, berkualitas, kompeten, serta berpihak kepada nilai keadilan sosial. Ketiga,
yakni budaya hukum yang meliputi kebiasaan serta pola prilaku dalam masyarakat yang mana
sejalan sesuai norma-norma hukum (Bambang Waluyo, 2014). Pemberian jaminan
perlindungan hukum mestilah diberikan secara merata kepada pihak-pihak yang ikut terlibat
dalam proses peradilan, utamanya pada suatu situasi kejahatan yang memiliki kekhususan dan
keunikan. Dalam situasi tertentu, harus dibentuk suatu aturan khusus yang berfungsi memberi

rasa keamanan atas tindakan yang membayang-bayangi serta mengancam dari pihak-pihak
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lain, utamanya dalam menangani tindak pidana berskala multinasional yang terorganisir dan
rapi (Milzam & Sutrisno, 2023). Menanggapi berbagai ancaman tersebut, sepatutnya aparat
penegak hukum memberikan sebuah jaminan guna melindungi keamanan dan keselamatan
whistleblower dari berbagai ancaman yang berpotensi membahayakan diri pribadi, keluarga
serta harta bendanya.

Berlandaskan latar belakang yang diuraikan diatas, adapun permasalahan yang menjadi
pembahasan ialah Bagaimana Perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam perkara
tindak pidana korupsi oleh pemerintah kota pangkalpinang?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis pergunakan didasarkan pada permasalahan yang dikaji
yaitu menerapkan jenis penelitian hukum empiris. Menurut Bambang Waluyo (seperti dikutip
dalam Benuf & Azhar, 2020), “metode penelitian hukum empiris ialah Penelitian hukum yang
mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di
masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang
kemudian data tersebutdianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju
pada penyelesaian masalah” (p.27-28). Metode penelitian hukum empiris dapat didefinisikan
sebagai sebuah teknik penelitian hukum dengan mempergunakan fakta atau data empiris yang
disadur dari tindak laku manusia, berupa tindak verbal yang diperoleh dari wawancara
terhadap narasumber ataupun tindak nyata yang diperoleh dari melakukan pengamatan (Benuf
& Azhar, 2020). Proses penelitian hukum ini difokuskan untuk melakukan kajian terhadap
norma-norma atau kaidah-kaidah hukum di dalam Perpu yang berkaitan dengan perlindungan
hukum pelapor tindak pidana korupsi (Marzuki, 2014). Selanjutnya, Bahan hukum yang
dipergunakan pada penelitian ini ialah mengunakan bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang didapatkan dari narasumber secara
langsung dengan menggunakan metode survey atau wawancara (Benuf & Azhar, 2020).
Kemudian bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa aturan-aturan
tertulis (UUD 1945, Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi, Traktat, Bahan hukum
yang tidak dikodifikasikan, Karya llmiah,dan lain-lain), (Benuf & Azhar, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Tindak Pidana Korupsi
Corruption atau corruptus merupakan istilah atau sebutan lain dari korupsi. korupsi
secara harfiah dapat dimaknai sebagai kebusukan, kebejatan, keburukan, dapat disuap,

ketidakjujuran, penyimpangan, tidak bermoral, ucapan atau kata-kata yang memfitnah atau
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menghina. Korupsi dapat diklasifikasikan sebagai salah satu kejahatan luar biasa atau
extraordinary crime yang marak terjadi di Indonesia yang bahkan dewasa ini dapat
dikatakan korupsi dilakukan secara tersruktur, sistematis serta masif.

Korupsi digolongkan ke dalam whitecollar crime yang selanjutnya digolongkan naik
menjadi transnational crime (Muhammad Hatta, et. al., 2022). Selain mengakibatkan
kerugian bagi negara, tindak pidana korupsi juga menimbulkan dampak langsung terhadap
kehidupan masyarakat. Tindak pidana korupsi bukan hanya menjadi permasalahan
nasional, namun sudah masuk ranah internasional. Hal ini dapat dilihat dengan Konvensi
PBB Melawan Korupsi (UNCAC) yang diselenggarakan oleh PBB pada tahun 2003 yang
mana dihadiri oleh 133 negara. Konvensi ini diadakan karena korupsi dinilai telah
mengguncang sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat masyarakat, yang
berdampak pada komunitas internasional. Selain itu, korupsi dalam praktiknya telah
menjadi alat kejahatan terorganisir, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi (Yunus et al.,
2021).

Menurut Soerjono Soekanto, sebuah perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak
korupsi apabila memenuhi 3(tiga) unsur berikut, yaitu: (Julpandi, et. al., 2024)

1. Mempunyai kuasa dan memperoleh uang dari negara melalui cara yang tidak sah
dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

2. Menyalahgunakan wewenang (abuse of power) untuk memfasilitasi dan mencapai
tujuan lain yang menguntungkan.

3. Adanya pungutan liar, dari interaksi diantara dua orang (antar pejabat atau pejabat
dan masyarakat).

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 terdapat 3 (tiga) delik dari tindak
pidana korupsi ;

1. Voltoold atau korupsi yang telah selesai dilakukan;
2. Poging atau percobaan; dan

3. Convenant atau permufakatan.

Secara ekplisit pengertian mengenai tindak pidana korupsi dimuat dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999), Pasal 2 yang berbunyi “Setiap Orang yang
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

negarg,....”. selanjutnya dimuat juga pada Pasal 3 bahwasanya “Setiap orang yang
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dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara,...." .

Langkah pemberantasan terhadap korupsi cukup sulit untuk dilakukan, hal ini
diakibatkan oleh beberapa faktor seperti menggunakan sistem keuangan yang sulit untuk
dilakukan pembuktian serta dilakukan oleh banyak orang (Julpandi, et., al., 2024). Tindak
pidana korupsi dimuat dalam ketentuan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat 30 jenis dari tindak pidana
korupsi yang dirumuskan dari undang-undang tersebut.

Korupsi sudah menjadi kejahatan yang luar biasa, sehingga pencegahannya harus
dilakukan dilakukan dengan cara yang luar biasa. Mengingat hal tersebut, Indonesia
sebagai negara hukum tidak tinggal diam. Hal ini terlihat dengan berdirinya lembaga anti
korupsi sebagai anak reformasiyakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Korupsi
sebagai suatu hal yang luar biasa, ditangani dengan tindakan-tindakan khusus, seperti
adanya penetapan aturan khusus, pengadilan khusus dan pembentukan badan antikorupsi
non-struktural. Korupsi sudah mengakar dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat
Indonesia, hingga menimbulkan pandangan memperihatinkan bahkan terbilang miris
(Yunus et al., 2021).

Whistleblower

Whistleblower dapat diartikan sebagai seseorang yang mengetahui dan melaporkan
perbuatan-perbuatan yang menyimpang atau patut diduga sebagai tindakan korupsi yang
terjadi pada suatu organisasi tempat dipekerjakan atau pihak lain yang mana mempunyai
akses terhadap informasi yang mendukung serta memadai akan terjadinya dugaan korupsi
(Sunarso, 2022).

Istilah whistleblower juga diartikan menjadi “peniup peluit” karena didefinisikan
menjadi seorang wasit pada suatu pertandingan yang bertugas meniup peluit sebagai tanda
awal pertandingan dan dianalogikan menjadi langkah mengungkapan fakta-fakta tentang
dugaan pelanggaran. Selanjutnya, whistleblower yang didefinisikan sebagai sang peniup
peluit juga dapat meliputi saksi mahkota atau pelaku kriminal yang membongkar kejahatan
(Julpandi, et. al., 2024).
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Di Indonesia, whistleblower (saksi pelapor) mulai bermunculan dan menyampaikan
fakta atau informasi mengenai tindak pidana korupsi, akan tetapi kebanyakan dari para
whistleblower (saksi pelapor) ini belum diberikan perlakuan yang layak ataupun diberikan
perlindungan, melihat hal itu muncul pandangan di dalam masyarakat bahwasanya nasib
dari seorang whistleblower (saksi pelapor) justru mendapatkan berbagai ancaman serta
tekanan dari berbagai pihak yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Pengungkapan
fakta mengenai perkara pidana tersebut didasarkan pada itikad baik dari sang pelapor itu
sendiri, dengan tujuan membongkar sebuah tindak pidana atau penyelewengan yang ia
ketahui. Tidak banyak orang yang berani untuk menanggung resiko berperan sebagai
seorang whistleblower, untuk menyampaikan fakta-fakta mengenai dugaan korupsi
apabila dirinya sendiri, termasuk keluarga beserta harta bendanya tidak memperoleh
perlindungan atas informasi yang ia sampaikan serta potensi ancaman nantinya akan
dihadapi.

Whistleblower (saksi pelapor) sebagai pelapor atau saksi memiliki kepentingan
langsung dalam usaha guna menegakkan sebuah kebenaran atas sebuah peristiwa pidana,
adapun negara wajib menjamin seorang whistleblower mendapatkan perlindungan hukum
yang bersifat khusus dari segala bentuk potensi ancaman, intimidasi serta teror yang
menimbulkan ketakutan.

Kedudukan saksi sangat penting dalam sistem peradilan pidana, utamanya saksi
pelapor. Saksi pelapor sangat dibutuhkan mengingat berbagai kesulitan yang dihadapi
oleh institusi penegak hukum untuk membongkar sebuah perkara yang dihadapi bila
ketiadan whistleblower pemberani yang melaporkan dugaan korupsi. Istilah whistleblower
bisa diartikan sebagai seorang yang berani untuk pertama kali membongkar atau
melaporkan sebuah perbuatan korupsi. Di Indonesia vitalnya peran dari whistleblower
harus disosialisasikan, diberikan dorongan, diimplementasikan serta dikembangkan, baik
itu di dalam lingkungan institusi pemerintahan, perusahaan, ataupun lembaga publik
lainnya. Kemungkinan besar akan timbul suatu perlawanan guna menghalangi
whistleblower membuat laporan atau memberikan kesaksian dari pihak terkait yang
merasa dirugikan. Tidak tertutup kemungkinan apabila pihak-pihak tersebut dapat
melakukan pengancaman serta melakuan balas dendam.

Beberapa poin penting terkait konsep Pelapor dalam tindak pidana korupsi yaitu:
(Sunarso, 2022)

a) Pelindungan Identitas Pelapor perlu diberikan perlindungan atas identitas mereka,
baik dalam upaya hukum maupun dalam kebijakan organisasi.
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b) Peran dalam Pemberantasan Korupsi Pelapor dapat membantu pihak berwenang
dalam mengungkap praktik korupsi yang mungkin tidak terdeteksi secara internal.
Informasi yang diberikan oleh Pelapor menjadi bukti penting dalam penyelidikan
tindak pidana korupsi.

c) Insentif Beberapa negara atau yurisdiksi memiliki program insentif yang
memberikan hadiah atau imbalan kepada Pelapor sebagai penghargaan atas
kontribusi mereka dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang dapat berupa
kompensasi finansial atau perlindungan hukum. Namun di Indonesia penghargaan
yang diberikan belum memadai.

d) Perlindungan Hukum Pelapor dalam beberapa yurisdiksi dilindungi oleh undang-
undang yang melarang pemecatan, diskriminasi, atau tindakan balas dendam lainnya
terhadap mereka yang melaporkan tindak pidana korupsi. Perlindungan hukum ini
bertujuan untuk mendorong orang untuk melaporkan tindakan korupsi tanpa takut
menghadapi konsekuensi negatif yang akan menimpa dirinya sehingga memilih
untuk diam.

e) Etika dan Integritas Pelapor sering dianggap sebagai individu yang memiliki
integritas tinggi dan keberanian untuk melaporkan tindak korupsi meskipun risiko

dan tekanan yang mungkin timbul sebagai akibatnya.

Jaminan perlindungan terhadap whistleblower (saksi pelapor) haruslah dijamin
institusi penegak hukum yang mana telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi Dan Korban. Pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2014 dinyatakan bahwasanya “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat
dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang
akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan
tidak dengan iktikad baik ”. Selanjutnya Pada Pasal 10 angka (2) dinyatakan bahwasanya
“Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau
Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan sedang, atau telah diberikan, tuntutan
hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian
telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap .

Selanjutnya dikenakan sanksi pidana apabila terdapat tindakan-tindakan pidana yang
mengancam perlindungan terhadap whistleblower yang dimuat dalam ketentuan Pasal-
pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
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Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara
Nomor 293 Tahun 2014), sebagai berikut:
1. Pasal 37 yang berbunyi: “

1)

2)

3)

Setiap Orang yang memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan
atau cara tertentu, yang menyebabkan saksi dan/atau Korban tidak memperoleh
Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i,
huruf j, huruf k, atau huruf | sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan
kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban,
dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

2. Pasal 38 yang berbunyi

“Setiap Orang yang menghalang-halangi Saksi dan/atau Korban secara

melawan hukum sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan

atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf

J, huruf k, huruf I, huruf p, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat

(1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda

paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

3. Pasal 39 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau Keluarganya

kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan

kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah).”
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4. Pasal 40 yang berbunyi:
“Setiap Orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikuranginya hak
Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6
ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban
memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

5. Pasal 41 yang berbunyi:
“Setiap Orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan
Saksi dan/atau Korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman
sementara atau tempat kediaman baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf k dan huruf | dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

6. Pasal 42A berbunyi:

1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai
dengan Pasal 41 dilakukan oleh korporasi maka penyidikan, penuntutan, dan
pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

2) Selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang
dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan
3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai
dengan Pasal 41.

3) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korporasi dapat
dijatuhi pidana tambahan berupa:

a. Pencabutan izin usaha
b. Pencabutan status badan hukum; dan/atau

C. Pemecatan pengurus.”

7. Pasal 43 yang berbunyi: “
1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 42, pidana denda tersebut

diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
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2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.”

Tebongkarnya suatu pelanggaran terhadap hukum tak lepas dari suatu laporan yang
disampaikan oleh masyarakat. Jaminan perlindungan hukum bagi whistleblower menjadi
hal penting yang dibutuhkan, adapun bentuknya semisal perlindungan psikis serta fisik.
Mesti dibentuk suatu peraturan khusus yang berupa peraturan perundang-undangan yang
bersifat khusus. Tiadanya perlindungan kepada whistleblower atau saksi pelapor
berpotensi menakuti pelapor untuk membongkar sebuah tindak pidana korupsi yang
disaksikan atau diketahui, menyebabkan banyak tindak pidana korupsi tidak dapat
terungkap dan tidak dapat diproses (Nedy, 2023).

Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
Oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang

Menjalani peran menjadi seorang whistleblower bukanlah pilihan yang mudah serta
dapat dilakukan oleh setiap orang. Seseorang yang memiliki keberanian mengungkapkan
sebuah perbuatan pidana dapat dipastikan ia adalah orang yang dapat mengendalikan perasaan
takut dan memiliki keberanian menanggung resiko sebagai pembocor/ pembongkar rahasia.
Kemudian pada praktiknya, kebanyakan saksi dan korban sangat rentan terhadap berbagai teror
dan intimidasi dari oknum yang tidak bertanggungjawab.

Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai sebuah langkah untuk pemenuhan
HAM (hak asasi manusia) akibat dari tindakan merugikan yang diperbuat oleh orang lain,
terkait pemberian perlindungan tersebut bertujuan agar masyarakat bisa menikmati seluruh hak
yang dijaminkan oleh hukum atau dalam istilah lain didefinisikan perlindungan hukum ialah
upaya-upaya hukum yang bertujuan memberikan jaminan keamanan fisik maupun pisokologis
dari potensi ancaman pihak yang memiliki keterkaitan yang mungkin timbul (Asliani & Ismail
Koto, 2022).

Mengingat hal tersebut negara wajib memberikan jaminan perlindungan kepada
seorang whistlebower guna untuk melakukan pemberantasan korupsi. Whistleblower dapat
diartikan sebagai seseorang yang mengetahui dan melaporkan perbuatan-perbuatan yang
menyimpang atau patut diduga sebagai tindakan korupsi, yang terjadi pada suatu organisasi
tempat orang tersebut dipekerjakan atau pihak lain yang mana mempunyai akses terhadap

informasi yang mendukung serta memadai akan terjadinya dugaan korupsi (Sunarso, 2022).
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Kemudian mengenai hak-hak dari pelapor, terdapat dua hal yang harus diberikan
perlindungan oleh negara, yakni: (Gunawan & Meliana, 2024)

1. Hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan pada dirinya sendiri, keluarganya
beserta harta benda yang ia miliki untuk terbebas dari berbagai jenis ancaman yang
memiliki keterkaitan dengan keterangan yang ia berikan.

2. Jaminan perlindungan terhadap kesaksian yang diberikan tanpa adanya tekanan atau

intervensi dari pihak lainnya.

Terdapat 5 (lima) asas terkait perlindungan terhadap whistlebower yang terkandung
dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 yang senjutnya diubah menjadi UU Nomor 31 Tahun 2014,
yakni: (Gunawan & Meliana, 2024)

1. Adanya penghargaan terhadap harkat serta martabat manusia
2. Keamanan

3. Terwujudnya Kedailan

4. Tidak melakukan tindakan diskriminatif

5. Adanya kepastian hukum

Keterkaitan antara whistleblower dengan korupsi menjadi dua hal yang tak dapat
terpisahkan, tindakan korupsi berupa tindakan penyalahgunaan wewenang (abuse of power),
tindak pelanggaran hukum, menyalahgunakan informasi, maladministrasi, tindak kecurangan,
ancaman terhadap kesehatan dan keamanan publik, termasuk ancaman terhadap whistleblower
(Chazawi, 2018).

Masyarakat ikut serta dalam melakukan pemberantasan pada tindak pidana korupsi,
sebagaimana disebutkan Pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara No.140 Tahun 1999), yang mana
berbunyi: “

1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana korupsi.

2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam
bentuk :

a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi

tindak pidana korupsi;

148 ALIANSI - VOLUME 1, NO. 4, JULY 2024



e-ISSN: 3031-9706; p-ISSN: 3031-9684, Page. 137-154

b. Hak untuk memperoleh pelayan dalam mencari, memperoleh dan memberikan
informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak
hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak
hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang
diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

1. Melaksanakan hanya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;

2. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan
sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab
dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3)
dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan ayng berlaku dan dengan menaati norma agama dan
norma sosial lainnya.

5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perta peran serta masyarakat dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagimana dimaksud dalam

Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Dasar hukum perlindungan terhadap whistleblower dimuat pada Undang-Undang Nomor
31 tahun 2014, undang-undang tersebut mengatur tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Ditinjau dari undang-undang tersebut, seorang whistleblower berhak mendapatkan
perlindungan atas keamanan dan keselamatan pribadi termasuk privasi, keluarganya, harta
bendanya, serta jaminan kebebasan atas potensi ancaman berkaitan dengan fakta-fakta atau
informasi yang akan, sedang atau telah disampaikan. Undang-undang ini menjadi sebuah
perisai bagi whistleblower untuk menyampaikan fakta atas terjadinya sebuah tindak pidana
tanpa takut akan ancaman yang nantinya berpotensi menjerat pelapor atas informasi yang telah
diberikan. Saksi, Korban dan atau saksi pelapor (whistleblower) berhak memperoleh hak-hak
sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Nomor 293 Tahun 2014), yakni:

6«
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a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya,
serta bebeas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang,
atau telah diberikannya;

b. lkut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan

dukungan keamanan;

c. Memberikan keterangna tanpa tekanan;

d. Mendapat penerjemah;

e. Bebas dari yang menjerat;

f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
g. Mendat informasi mengenai putusan pengadilan;

h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;

Dirahasiakan identitasnya;

j.  Mendapat identitas baru;

k. Mendapat tempatpat kediaman sementara;

I.  Mendapat kediaman baru;

m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan;

n. Mendapat nasihat hukum;

0. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan
berakhir; dan/atau

p. Mendapat perlindungan.”

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014,
LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) wajib melaksanakan seluruh usaha guna
memenuhi hak serta memberikan pertolongan untuk memastikan jaminan keamanan bagi saksi
dan/ atau korban. Perlindungan terhadap whistleblower harus menjadi tanggungjawab bersama
pemerintah, institusi penegak hukum, dan berbagai pihak terkait lain. Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban bertempat di Ibukota negara, hal ini tentunya menjadi hambatan mengingat
luasnya wilayah geografis indonesia apabila terjadi dugaan indikasi tindak pidana korupsi
dalam hal memberikan perlindungan kepada whistleblower.

Kemudian berangkat dari hal tersebut Pemerintah Kota Pangkalpinang telah
memastikankan jaminan Perlindungan terhadap whistleblower (saksi pelapor) pada tindak
pidana korupsi, dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Pangkalpinang No. 31 tahun 2016,
peraturan ini berisi tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower
System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Pada Pasal 1
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angka (5) Perwalkot Nomor 31 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 31
Tahun 2016), dimaksud dengan “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah serangkaian
tindakan untuk pencegahandan penindakan tindak pidana korupsi melelui upaya koordinasi,
supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 1 angka (6) Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 31 tahun 2016 menyatakan
bahwa Whistleblower merupakan seorang yang melaporkan perbuatan yang memiliki indikasi
sebagai Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang terjadi di dalam organisasi tempatnya dipekerjakan
atau pihak terkait lainnya yang mempunyai akses terhadap suatu informasi yang cukup guna
pembuktian terhadap indikasi terjadinya dugaan korupsi. Salah satu tujuan dari diterbitkannya
Peraturan walikota pangkalpinang ini ialah guna menjamin kerahasiaan identitas
whistleblower, hal ini dapat dilihat dari Pasal 2 huruf (c) yang mana berfungsi sebagai upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tentunya tujuan tersebut sejalan dengan
ketentuan mengenai jaminan perlindungan yang terkandung pada Undang-Undang Nomor 31
tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian mengenai lingkupan dari
peraturan ini diatur pada Pasal 3 angka (1), yang berbunyi “Lingkup Pengaduan yang akan
ditindak lanjuti meliputi segala tindakan yang menurut undang-undang korupsi mengandung
indikasi unsur tindak pidana korupsi yang terjadi di Lingkungan Premerintah Kota
Pangkalpinang.

Selanjutnya dipertegas kembali pada Pasal 11 Perwalkot Pangkalpinang Nomor 31 tahun
2016 bahwa perlindungan terhadap kerahasiaan identitas whistleblower telah diijamin apabila
ia memberikan sebuah informasi mengenai suatu perbuatan yang terindikasi dugaan korupsi
yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai pemerintahan daerah kota Pangkalpinang, selama
proses pembuktian atau pelaporan adanya dugaan tindakan korupsi, sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Dilihat dari diterbitkannya Peraturan Walikota Pangkalpinang ini, dapat disimpulkan
bahwa Pemerintah kota Pangkalpinang telah melakukan suatu langkah progresif pada upaya
memberantas tindak pidana korupsi di wilayah pemkot pangkalpinang, terutama perihal
memberikan jaminan perlindungan kepada whistleblower agar dapat memberikan informasi

atau kesaksian dengan tenang serta bebas dari berbagai ancaman.
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PENUTUP
Kesimpulan

Whistleblower dapat diartikan sebagai seseorang yang mengetahui dan melaporkan
perbuatan-perbuatan yang menyimpang atau patut diduga sebagai tindakan korupsi yang terjadi
pada suatu organisasi tempat dipekerjakan atau pihak lain yang mana mempunyai akses
terhadap informasi yang mendukung serta memadai akan terjadinya dugaan korupsi. Korupsi
dapat diklasifikasikan sebagai salah satu kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang
marak terjadi di Indonesia yang bahkan dewasa ini dapat dikatakan korupsi dilakukan secara
tersruktur, sistematis serta masif. Korupsi digolongkan ke dalam whitecollar crime yang
selanjutnya naik menjadi transnational crime. Selain merugikan negara, tindak pidana korupsi
juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Dasar hukum perlindungan terhadap whistleblower dimuat pada Undang-Undang
Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban. Pemerintah Kota Pangkalpinang telah memberikan kepasrian
akan jaminan Perlindungan terhadap whistleblower (saksi pelapor) tindak pidana korupsi,
dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 31 tahun 2016 tentang
Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana
Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Pada Pasal 1 angka (5) Perwalkot
Nomor 31 Tahun 2016, dimaksud dengan “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah
serangkaian tindakan untuk pencegahandan penindakan tindak pidana korupsi melelui upaya
koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-
undangan”. Salah satu tujuan dari diterbitkannya Peraturan walikota pangkalpinang ini ialah
guna menjamin kerahasiaan identitas whistleblower, hal ini dapat dilihat dari Pasal 2 huruf (c)
yang mana berperan sebagai upaya melakukan langkah pencegahan serta memberantasan
korupsi. Tentunya tujuan tersebut sejalan dengan ketentuan mengenai jaminan perlindungan
yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014

Diterbitkannya Perwalkot Pangkalpinang ini, kemudian dapat disimpulkan bahwa
Pemerintah kota Pangkalpinang telah melakukan suatu langkah progresif dalam usaha untuk
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah pemkot Pangkalpinang, terutama

perihal memberikan jaminan perlindungan kepada whistleblower.
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Saran

Didasarkan dari penelitian yang telah dikaji, saran yang ingin penulis berikan yakni
diperlukannya sosialisasi lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap whistleblower yang
termuat dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 31 tahun 2016, mengingat jarak
waktu diterbitkannya peraturan walikota ini serta adanya pergantian atau masuknya pegawai
baru di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Adapun output akhir yang diharapkan
dari sosialisasi lebih lanjut ini guna melakukan langkah optimalisasi dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi.
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